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R kemajuanpanwxsataBadungudak
Soal Pembaglan PHR terlepas dari kontribusi daerah
Langsung ke Kabupaten yakin Badung akan dapat opini  lain. Wisatawan yang menginap
o tidakwajar’ ujar Sugawaditemuidi  dan tinggal di Badung sebagian
DENPASAR - DPRD Bali mem-  DPRD Bali, kemarin (30/3). - besarmengunjungidestinasidiluar
pertegas sikap menolak kebijakan Politisi senior asal Buleleng itu  Badung, Karena itu, lanjut
Pemkab Badung membagikan menegaskan, sekalipun Guber-  sudahsemestinyakontribusi
penyisihan Pajak Hotel Dan Resto- ~ nur Pastika sudah memberikan pamlam;%agﬂmnsemalhahlya.
ran (PHR) secara langsung kepada sinyal setuju, tapihalitutidakbisa ~ Dewanberencanamengusulkan
enam kabupaten. Wakil Ketua dijadikanacuan.Gubernurdalam  revisi UU No 28/2009 tentang pa-
DPRDBah,Nyoman&ngawaKary mengambil keputusan, apalagi jak dan retribusi daerah. S ugawa&
menilai kebijakan tersebut san- bmdasarperda,hamsrqellbatjcan menilai undang- undangtxersebut
gat berbahaya. Menurut Sugawa, legislatif. Selain berdasar perda, tidak berkeadilan sosial. Sebab,
pembag;an secara langsung PHR pembagian PHR Badung juga pembeuanP}mmanbeldasar
jadi temuan Badan Pemeriksa patendetigan provinsi. © dankewajibans daetah.f'Kue
Keuangan (BPK). Pasalnya, dasar ~ panwisatadlBali
pembagian PHR Badung kepada :
enam kabupaten adalah Perda
Provinsi Bali tahun 2017. Semen-
tara saat ini perda tersebut belum
direvisi. Sebelum perda direvisi
maka pembagian PHR Badung se-
mralan@ung dipertanyakan.
“Sepanjang Perda belum diubah,
kami berpandangan PHR harus
ovinsi itu ada? Karena
untuk mengawasi dan
pemerintah kabupaten/
kota. Kalau sekarang PHR
dibagikan langsung, untuk
apa ada provinsi? "
Nyoman Sugawa Korry et e
Wakil Ketua DPRD Balli a ada PIO%!’ Peagavasin
ke)aksaan harus diperjelas. Bisa m?»,mb‘m;a”ﬁ;mm
saja kejaksaan memberi pendapat Sugawa juga menyoal bax;:uan
karena tidakmendapatpenjelasan  tersebut berbentuk hibah atau )
utuhdariBupatiBadung INyoman  bantuan lain. Bila berbentuk hi- |
Giri Prasta. Bupati Badung tidak  bah, maka hanya bisa diberikan |
- menjelaskan secara detail latar  satu kali. Dewan mengaku tidak '
belakang serta filosofi pembagian mempermasalahkan pemberian .
PHRmelaluiprovinsi. “Kenapape- -~ PHR Badung secara langsung. |
merintah provinsi itu ada? Karena  Tapi, pemberian tersebut harus '
untukmengawasidanpemerintah  memiliki dasar kuat. Salah sat- -
- kabupaten/kota. Kalau sekarang  unya mengubah perda terlebih _|
e PHR dibagikan langsung, untuk dahulu. (san/dot) BH
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Semringah

Diganjar Setahun

Gusti Made Patra ’I!ak Dibebani

Bayar Kerugian Negara

DENPASAR - Gusti Made Patra, 53, terdak-
wa kasus korupsi perjalanan dinas (Perdin)
DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA)
2013 terlihat semringah usai diganjar seta-
hun penjara oleh majelis | halqm Pengadilan

(30/3). Apalagi, iy
1ajelis hakim = SEM
» Baca Semringah... Hal 31

Tipikor Denpasar kemari
denda yang dijatuhkan

u SEMRINGAH
Cambungan dari hal 21

punpman Sutrisno kelewat rin-

gan: Rp 50 juta subsider 1 bulan.
Dalam amar putusannya, majelis
hakim menyatakan terdakwa ter-
bukti bersalah mela tindak
pidana korupsi dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau

orang lain, dan atau korporasi.
“Menyatakan terdakwa ter-

bukti melanggar dakwaan sub-
sider pasal 3 jo Pasal 18 UU

RI No. 31 Tahun 1999 tentang
Txplkorseb:igajmanayang telah |

diubah dan ditambah dengan
UU RI No. 20 Tahun 2001 ten-
tang ‘perubahan atas UU No. 31
tahun 1999 tentang pemberap
tasan tindak pidana korupsija
Pasal64 ayat 1 KUHP, jo Pasal 55
ayat 1 ke - 1 KUHP,” ujar hakim
Sutrisno. Karena ptu, majells
hakimmembebaskant rdakw
dari segala dakwaan primer.

Sebelum menjatuhkan putu-
san, majelis hakim men
perbuatan terdakwé tidak men-
dukung program pemerintah
memberantas korupsi. Perbuatan
terdakwa juga dianggap meru-
gikan keuangan negara. Semen-
a dalam pemmbangan mer-
; ‘majelis

dap terdakwa Gusti Made Patra
dengan pidana penjara selama 1
tahun dan denda Rp 50 juta, sub-
sider 1 bulanpen _wya.

. hasil audit BPKP Perwakilan Bali,

Terkait kerugian negara, hakim
menyatakan bahwa terdakwa
udakd1bebaniuﬂtukmengemba-
likan karena yang bersangkutan
telah menyerahkan uang peng-
ganti sebagai bagian pengem-
balian- keruglan negara. Atas
putusan majelis hakim, baik JPU
maupun ‘terdakwa yang dld-

ampingikuasa hulmmnya Suroso
menyatakan pikir-pikir.
Dalam sidang sebelumnya, JPU

Iamangllalw.:jad}t:&E

——

pidana penja.ra selama setahun
dan enam bulan penjara dan
denda sebesar Rp 50 juta subsider
6 bulan penjara. Mengacu dari

Patradidakwa melakukan korupsi
yang merugikan keuangan negara

sebesar Rp 2.292.268.170. Angka

tersebut diambil dari realisasi
Rp 12.263.641.875,

anRp9.881. 249,979, dan kerugian
kam)gannegameZMI 896.

Jumlah tersebut dikurangi
pengembalian sesuai audit BPK
Rp160.123.726, Dalam dokumen
pelaksana anggaran (DPA) Sek-
retariat Dewan (Sekwan) Kota
Denpasar tahun 2013 pada pro-
gram peningkatan kapasitaslem-
baga DPRD, terdapat anggaran

perjalanan dinas yang d{mug 5
ga

dalam DIPA Sekwan den.
rincian pembahasan

rancangan
Perda Rp4.321.200.000, dankun- -
jungan kerja untuk peningkatan

wawasan alat-alat kelengkapan

RINGAH Terdakwa Perdin DPRD Kota Gusu
‘semringah usai diputus ringan kemarin.

a Arya :
untut terdakwa hukuman
- 19.177.205.000. Sebelum pe

Frovinst Bali

ity

Selanjutnya dalam APBD pe-
rubahan yang tercantum dalam
DPPA Sekwan tanggal 23 m-
ber 2013, nﬂmangarankegxatam
tersebut berubah men]adl ]
terlaksana, diusulkan oleh!
kemudian usulanjkomi i diba-
wa ke rapat pimpinan (rapim)

- yang diikuti pimpinan komisi,

plmpman badan, pimpinan frak-
si, dan pimpinan dewan. Setelah
agenda sesuai dalam rapim, baru
usulan perdin disahkan badan
musyawarah (bamus),

Setelah menetapkan jadw-
al, baru ditunjuk PPTK, yang
bertugas dalam pengelolaan
keuangan daerah. Antara lain
an pelaks kef
giatan, melampirkan perkem-
bangan pelaksana kegiatan,
menyiapkan dokumen pelak-
sana kegiatan, dan dokumen
lain yang berkenaan dengan re-
alisasi pelaksana kegiatan, lalu
berkoordinasi dengan lembaga
yang dikunjungi. Terdakwa
kemudian berkoordinasi den-}
gan Gede Wira Kusuma Wahy-l
udi untuk mengoord r
denégan Sunda Duea
Tfamldmaah Dalcsina l#ata,

dewaanG 329.550. 000
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